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ABSTRAK 

Studi ini mengkaji tentang proses penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku 

tindak pidana perundungan dengan penganiayaan pada tingkat penyidikan di 

Kepolisian Resor Purworejo. Kasus tindak pidana perundungan dengan penganiayaan 

yang terjadi di SMP Butuh Purworejo dengan pelaku 3 (tiga) siswa dan 1 (satu) korban 

siswi. Dalam hal ini difokuskan pada penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan 

terhadap kasus tindak pidana perundungan yang pelakunya merupakan anak. Studi ini 

juga mengkaji tentang proses upaya diversi dan apa yang menjadi faktor gagalnya 

upaya diversi dalam kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor 

Purworejo. 

Hasil kajian bahwa proses penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana 

perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Purworejo dilakukan sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak.  Penyidik anak Polres Purworejo meminta pertimbangan dari 

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial. 

Terhadap para pelaku Anak tidak dilakukan penahanan karena diduga melakukan 

tindak pidana yang ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun. Proses diversi 

dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, 

korban dan orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tokoh 

Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH Sakti Purworejo) dan Psikolog 

berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Faktor yang mempengaruhi gagalnya 

upaya diversi dalam kasus tersebut antara lain dari segi peraturan hukum, penegak 

hukum, fasilitas dan kepatuhan masyarakat. Perbedaan presepsi dan pemahaman yang 

rendah di masyarakat tentang tujuan diversi menjadi faktor penghambat tercapainya 

tujuan diversi.  

Kata Kunci: Penegakan hukum, anak,  perundungan dengan penganiayaan, diversi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3). Konsekuensi dari negara 

hukum bahwa seluruh aspek kehidupan di negara diatur berdasarkan aturan 

hukum.1 Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, 

diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai 

pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada 

masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga tunduk dan 

patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. 

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan yang khusus termasuk 

perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada 

alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Setiap anak 

kelak akan mengemban tanggungjawab tersebut, sehingga ia perlu mendapatkan 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal 

baik fisik, mental, sosial, akhlak mulia perlu dilakukan perlindungan untuk 

mewujudkan kesejahteraan anak dengan  memberikan jaminan terhadap 

                 
1 Kaelani, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 92. 
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pemenuhan hak-haknya2. Perlindungan hukum kepada anak ini sangat berkaitan 

dengan pentingnya anak ini di masa yang akan datang. Anak akan matang 

pertumbuhan fisik maupun mentalnya, maka tiba waktunya sebagai generasi 

penerus terdahulu.  

    Pengaruh kemajuan baik ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan 

perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak pada seluruh aspek 

kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-

anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang mana tidak lazimnya 

dilakukan oleh seorang anak. Anak-anak yang berada dalam pola sosial seiring 

berjalannya waktu menjurus pada tindakan kriminal seperti perundungan dalam 

bentuk tindak pidana penganiayaan. 

  Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan 

pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan 

yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab3. Menurut Moeljanto 

memberikan definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman sanksi berupa pidana 

tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan itu4.  Suatu tindakan atau perbuatan 

tidak serta merta disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan yang merupakan suatu 

                 
2 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 19. 

       3 Mulyati Pawennei, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 2. 

       4 Ibid. 
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tindak pidana harus memuat unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana. 

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana meliputi: 

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan) 

2. Diancam dengan pidana (staatbaar gesteld) 

3. Melawan hukum (onrechmatig) 

4. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab5. 

     Pemenuhan hak anak sebagai warga negara juga termasuk bagi seorang 

anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun secara faktanya anak telah 

ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana tetap saja tidak mengurangi 

esensi mereka sebagai anak generasi penerus bangsa. Anak yang berhadapan 

dengan hukum dalam segi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang 

dilakukan, harus memenuhi hak-haknya. Hal ini sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

Tindak pidana penganiayaan dalam bentuk perundungan/bullying marak 

terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah yang pada fungsinya menjadi tempat untuk 

mencari ilmu dan pembentukan karakter siswa-siswi, justru menjadi tempat 

perbuatan pidana. Perundungan atau sering disebut dengan bullying merupakan 

peristiwa yang menjadi sorotan di masyarakat. Perundungan bukan hanya 

                 
5 Rahmanuddin Tommali, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Sakti, Jakarta, 2014, hlm. 15. 
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dilakukan oleh orang dewasa, tetapi banyak kasus perundungan yang dilakukan 

oleh anak. Salah satu kasus perundungan yaitu kasus perundungan yang terjadi di 

wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Sebuah video menanyangkan 3 (tiga) siswa 

SMP Muhammadiyah Butuh yakni TP (16), DF (15), dan UHA (15) yang 

melakukan perundungan dengan menendang seorang siswi berinisial CA (16). 

Kejadian  perundungan ini terjadi pada Selasa, 11 Februari 2020 sekitar pukul 

08.00 di SMP Swasta di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Aksi 

perundungan ini diduga berawal dari permintaan uang  sejumlah Rp.2.000 dari 

para pelaku yang kemudian ditolak oleh korban. Korban (CA) melaporkan 

perbuatan ketiga pelaku kepada guru. Setelah mengetahui korban (CA) 

melaporkan kepada salah satu guru, ketiga pelaku marah sehingga melakukan 

penganiayaan secara bersama. Penganiayaan itu direkam oleh salah satu siswa (F) 

menggunakan ponsel handphone yang dimilikinya. F sendiri diketahui merekam 

aksi penganiayaan atas permintaan pelaku (TP). Di dalam video itu, ketiga pelaku 

(TP, TP,UHA) memukuli dengan tangan, gagang sapu dan menendang korban 

(CA). Korban yang dipukuli tampak diam saja dan memegang perutnya yang 

terlihat kesakitan.6 Berdasarkan kasus tersebut tentu hal ini sungguh 

memprihatinkan, sekolah yang seharusnya menjadi tempat pengembangan diri 

bagi para siswanya justru menjadi tempat terjadinya tindakan perundungan 

                 
6 Whiesa Daniswara, “Kronologi Siswi SMP di Purworejo Dikeroyok 3 Siswa,Berawal dari 

Minta Uang Rp.2000.,”(www.tribunnews.com, Diakses pada 1 September 2020, 20.15) 

http://www.tribunnews.com/
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tersebut. Kasus perundungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar 

merupakan kasus pertama kali yang terjadi di wilayah Purworejo. 

     Perundungan fisik dengan sifat penganiayaan akan menyebabkan anak 

mengalami sakit fisik atau luka-luka sehingga dapat berdampak pada psikologis 

anak yang sering kali menyebabkan anak korban perundungan memilih untuk 

mengahkiri hidupnya. Korban perundungan/bullying harus mendapatkan 

perlindungan yang jelas. Demikian disebabkan karena korban perundungan yang 

merupakan anak, belum mampu menghadapi situasi dan permasalahan secara 

baik. Ketika ia tidak mampu mencari solusi, dikhawatirkan akan mengganggu 

kehidupan secara fisik dan mental. Oleh karena itu korban perundungan/bullying 

harus diberikan perlindungan agar dapat kembali normal seperti sediakala.  

Berdasarkan kasus yang penulis paparkan di atas,  penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian agar mengetahui tentang praktik penegakan hukum terhadap 

anak pelaku tindak pidana penganiayaan. Oleh sebab itu penulis menulis 

penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku 

Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 

Purworejo”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak 

pidana perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Puworejo? 

2. Apa faktor-faktor penyebab gagalnya proses diversi dalam penyelesaian 

kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor  Puworejo? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak 

pidana perundungan dengan penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian 

Resor Purworejo. 

2. Untuk mengetahui proses diversi dan apa yang menjadi faktor gagalnya 

upaya diversi dalam kasus perundungan dengan penganiayaan di 

Kepolisian Resor Purworejo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi 

bagi pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khusunya pada ilmu 

hukum pidana yang berkaitan dengan proses penyelidikan-penyidikan di 

Kepolisian. 

2. Manfaat praktis 

Peneliian ini diharapkan dapat membantu dalam proses penegakan hukum 

pidana khususnya terkait kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan 

oleh anak. 

E. Orisinalitas Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian baru berdasarkan penelitian – penelitian 

yang sudah ada. 
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NO Penulis Judul Rumusan Masalah Jenis Karya 

Ilmiah 

1. Ramadya 

Ardani 

Penerapan Sanksi Pidana 

terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Pembunuhan yang 

Dilakukan Oleh Anak di 

Yogyakarta 

1) faktor apa saja yang 

mempengaruhi tindak 

pidana pembunuhan 

yang dilakukan oleh 

anak? 

2) sanksi apa sajakah 

yang dijatuhkan hakim 

terhadap anak pelaku 

tindak pidana 

pembunuhan? 

Studi Kasus 

Hukum 

(SKH) 

2. Anzar Q Perlindungan Hukum 

terhadap Anak Sebagai 

Pelaku Tindak Pidana 

Kekerasan dalam Proses 

Penyidikan (Studi Kasus 

Kepolisian Resor Gowa) 

1) bagaimana upaya 

perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai 

pelaku tindak pidana 

kekerasan di 

Kepolisian Resor Gowa 

? 

 

Skripsi 
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Pembahasan pada tulisan tersebut adalah mengenai penegakan hukum 

terkait kasus tindak pidana pembunuhan di tahap proses peradilan di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tulisan tersebut mengangkat mengenai 

kasus  penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum 

Kepolisian Resor Gowa. Sedangkan peneliti akan mengangkat kasus tindak 

pidana perundungan dengan penganiayaan oleh anak di wilayah hukum 

Kepolisian Resor Purworejo. 

F. Tinjauan Pustaka 

Suatu riset atau penelitian pasti memerlukan suatu tinjauan pustaka 

atau juga biasa disebut dengan kerangka teori. Kerangka teori memuat uraian 

yang sistematis yang saling berkaitan yang bersumber dari buku yang memuat 

teori, konsep maupun pendekatan terkait dengan penelitian yang akan diteliti. 

1. Definisi Anak 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah 

keturunan kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari 

Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat 

sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut anak dikatakan sebagai calon 

generasi penerus bangsa dimana kualitas bangsa di masa yang akan datang 
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ditentukan dari seberapa baik kualitas para anak bangsa. Pun demikian 

menjadi hal utama agar anak dapat berkembang secara fisik, mental maupun 

sosial dengan baik dan matang. Definisi anak terdapat berbagai macam, 

berikut merupakam pengertian anak menurut peraturan perundang-

undangan: 

a. Pasal 45 KUHP menyatakan dalam hal penuntutan pidana terhadap 

orang yang belum dewasa yang berumur di bawah 16 tahun karena 

melakukan suatu perbuatan, hakim dapat menentukan; memerintah 

supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, 

atau pemeliharaannya, tanpa dikenakan sanksi pidana apapun. 

b. Pasal 45 KUHP  

“Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun” 

c. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak Pasal 1 angka 1 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan” 

d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut  anak 

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana.  
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e. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia Pasal 1 angka 1 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun 

dan belum menikah, termasuk anak yang dalam kandungan apabila hal 

tersebut adalah demi kepentingannya” 

Penjelasan lebih lanjut tentang anak dapat ditemukan dalam undang-

undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Anak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

bagian yaitu anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang 

menjadi saksi tindak pidana. 

a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 

Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana. 

b. Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.  

c. Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
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tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya 

sendiri.7 

2. Teori Penegakan Hukum 

    Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai 

tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan 

sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang 

ditetapkan tersebut. Menurut Rahardjo penegakan hukum adalah suatu 

proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Secara konsep inti 

dan arti penegakan hukum terletak pada keigiatan menyerasikan hubungan 

nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang 

terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup8.  Menurut Friedman tolak 

ukur berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantu pada substansi 

hukum, struktur hukum dan budaya hukum9  

a. Substansi Hukum 

Adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturam hukum, baik 

yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. 

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum 

                 
7 M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 9. 
8 Sudikno Mertokusumo,Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2008,    

hlm. 160. 
9 Ibid 
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Adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, berserta aparatnya. 

Struktur hukum meliputi kepolisian dengan aparat polisinya, kejaksaan 

dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para 

pengacaranya dan pengadilan dengan para hakimnya.  

c. Budaya Hukum 

Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara 

bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga 

masyarakat.  

3. Tindak Pidana Perundungan/Penganiayaan 

  Perundungan adalah suatu kekerasan baik fisik maupun 

psikologis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada 

seseorang yang tidak bisa mempertahankan dirinya terhadap situasi 

tersebut, serta ada untuk memikat seseorang merasa depresi, takut dan tidak 

berdaya10. Perundungan/bullying memiliki berbagai macam bentuk, seperti 

perundungan verbal, perundungan relasional, perundungan elektronik dan 

perundungan fisik11 

a. Perundungan verbal adalah suatu bentuk perundungan dengan 

melakukan penghinaan kepada orang lain, perundungan verbal dapat 

                 
10 Fitriya Cahkrawati, Bullying Siapa Takut?, Tiga Serangkai, Solo, hlm. 11. 
11 Coloroso,Barbara, Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga 

SMU), PT.Ikrar Mandiri, Jakarta, hlm. 47.  
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berupa ejekan/celaan, julukan nama orang tua, ataupun suatu 

pernyataan yang tidak selayaknya diucapkan. Perundungan verbal 

memiliki kesamaan dengan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam 

Pasal 310 KUHP, 

b. Perundungan relasional adalah hampir memiliki kesamaan dengan 

perundungan verbal, hanya saja dampak dari pada perundungan 

relasional lebih berbahaya, karena seorang korban mendapatkan 

perlakuan ini cenderung menjauh dari sosialnya. 

c. Perundungan elektronik adalah perundungan yang tujuannya untuk 

menjatuhkan seseorang yang dirasa memiliki popularitas. 

d. Perundungan fisik adalah suatu bentuk perundungan dengan kekerasan 

adanya kontak fisik dari pelaku kepada korban yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang yang lebih lemah 

dengan maksud mmebuat orang tersebut merasa takut dan kelak tidak 

berdaya serta dapat menyebabkan luka-luka hingga kematian 

4. Sistem Peradilan Pidana Anak 

Istilah sistem peradilan anak merupakan terjemahan dari istilah The 

Juventie System. Istilah The Juventie System yang digunakan sedefinisi 

dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi 

polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, 

pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. 
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Pengaturan mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang 

No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Menurut ketentuan Pasal 

1 UU No.11 Tahun 2012 sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan 

proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai 

tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani 

pidana. Upaya yang dilakukan dalam sistem peradilan anak selalu 

menjamin terwujudnya keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah 

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 

keluarga pelaku/korban, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-

sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan 

kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. 

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas 

sebagai berikut: 

a. Perlindungan 

b. Keadilan 

c. Nondiskriminasi 

d. Kepentingan terbaik bagi anak 

e. Penghargaan terhadap pendapat Anak 

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak 

g. Proposional 

h. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terahkir 
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i. Penghindaran pembalasan12 

        Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Anak di Indonesia 

juga diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, 

salah satu diantaranya dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak. Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam melakukan 

penyidikan terhadap anak, seorang penyidik wajib memeriksa tersangka dalam 

suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan 

dengan pendekatan efektif dan simpatik.  Di dalam penyidikan terhadap perkara 

Anak diwajibkan penyidik meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing 

Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penyidik 

melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi pun wajib 

meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga 

Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. 

Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat 

                 
12 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, PT Refika Aditama, Bandung, 

2014, hlm. 105. 
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mempertimbangkan berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 

diteruskan kepada kejaksaan atau tidak. Penelitian kemasyarakatan memuat 

tentang latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial, ekonomi serta hal-hal 

lain yang berkaitan dengan tersangka. Proses penyidikan Anak dalam pasal 19 

UU SPPA bahwa identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib 

dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak atau elektronik. 13 

5. Diversi 

       Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari 

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara 

substansial diatur mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan 

untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat 

menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan 

diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.  

Upaya diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan 

dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kriteria dalam 

pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut: 

                 
13 Ibid, hlm. 127. 
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a. tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara 

di bawah 7 tahun; 

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana; dan 

c. adanya kesepakatan diversi antara korban dan anak kecuali : 

tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak 

pidana tanpa korban, nilai kerugian korban tidak lebih dari UMR 

(upah minimum rata-rata) setempat. 

G. Definisi Operasional  

Penulis merumuskan definisi mengenai konsep-konsep yang akan 

diteliti yaitu : 

1. Penegakan hukum pidana, yaitu usaha menegakkan suatu peraturan hukum 

pidana terciptanya keteraturan di tengah masyarakat. Dalam hal ini 

difokuskan pada penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan terhadap 

kasus tindak pidana perundungan yang pelakunya merupakan anak. 

2. Kepolisian, yaitu institusi yang dibentuk oleh suatu negara yang berfungsi 

untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Dalam hal 

ini adalah Kepolisian Resor Purworejo. 

3. Tindak pidana perundungan, yaitu suatu kekerasan baik fisik maupun 

psikologis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada 

seseorang yang tidak bisa mempertahankan dirinya  terhadap situasi 

tersebut. Dalam penelitian ini dibatasi tindak pidana perundungan dengan 
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penganiayaan, yaitu perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak 

(penderitaan), rasa sakit atau luka.  

4. Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 

pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum baik secara 

kuantitaif maupun kualitatif dan biasa juga disebut sebagai penelitian 

lapangan bersifat empirical-sosio-legal guna menjawab persoalan yang telah 

disusun secara deduktif dengan cara meneliti data secara langsung di 

lapangan 14. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum 

empiris karena yang dikaji adalah mengenai penegakan hukum di Polres 

Purworejo terkait kasus tindak pidana perundungan dengan penganiayaan 

oleh pelaku Anak di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Butuh. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologis, yaitu dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan karena 

yang dikaji adalah mengenai bagaimana penegakan hukum pidana terkait 

                 
14 Munir Fuady, Metode Riset Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 121. 
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kasus tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian 

Resort Purworejo. 

3. Objek Penelitian 

a. Penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana 

perundungan di Kepolisian Resor Purworejo. 

b. Faktor-faktor penyebab gagalnya proses diversi dalam penyelesaian 

kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor 

Purworejo. 

4. Subjek Penelitian 

     Penyidik Anak pada Kepolisian Resor Purworejo. 

5. Lokasi Penelitian 

     Lokasi penelitian berada di kantor Kepolisian Resor Purworejo. 

6. Sumber Data Penelitian 

     Data penelitian adalah berupa sumber data yang terdiri atas : 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti 

secara langsung dari objek penelitiannya. Dalam hal ini, dilakukan 

dengan cara melakukan wawancara15 

b. Data Sekunder yaitu data yang didapat oleh peneliti dari objek 

penelitiannya, tetapi dari beberapa sumber lain yaitu: 

                 
15 M.Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 99. 
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1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a) Pendapat Hukum; 

b) Doktrin; 

c) Literatur; 

d) Hasil Pelitian; dan 

e) Artikel Ilmiah. 

3) Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a) Kamus Hukum; 

b) Kamus Bahasa Indonesia; dan 

c) Ensiklopedia. 

c. Cara Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang diperlukan 

melalui beberapa cara yaitu : 
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1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya 

secara langsung kepada narasumber.16 

2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

menelaah bahan atau sumber hukum primer dan juga sumber hukum 

sekunder.17 

7. Analisis Data 

Data yang diperoleh berupa data kualitatif atau merupakan data yang 

tidak dapat dikonversi kedalam angka-angka yang akan disusun secara 

sistematis melalui pendekatan yuridis sosiologis kemudian dilakukan dengan 

analsisi terkait objek yang diteliti kemudian akan dilanjutkan dengan 

kesimpulan.  

 

 

 

 

 

 

 

                 
16 Ibid, hlm. 108. 
17 Suratman dan H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Malang, 2012, hlm. 

123. 
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BAB II 

TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN, PENEGAKAN HUKUM, DAN ANAK 

SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA 

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah 

strafbaarfeit atau delict, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam 

dalam menerjemahkan strafbaar feit.18 Istilah strafbaarfeit adalah peristiwa 

yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik 

dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang 

pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).  

Istilah delik (delict) dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit 

dimana setelah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, oleh beberapa ahli 

sarjana hukum diartikan berlainan sehingga pengertiannya berbeda. Seperti 

diantaranya istilah perbuatan pidana oleh Moeljanto beralasan bahwa kata 

“perbuatan” lazim dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan 

cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum.  Moeljanto 

                 
18 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 7. 
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menegaskan bahwa perbuatan menunjuk ke dalam yang melakukan dan 

kepada akibatnya, dan kata “perbuatan” berarti dibuat oleh seseorang yang 

dapat dipidana, adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan 

dari starfbaarfeit.  

Penggunaan istilah lainnya yaitu “tindak pidana” seperti di dalam 

KUHP terjemahan resmi dari tim penerjemah badan pembinaan hukum 

nasional departemen kehakiman yang memakai istilah tindak pidana dengan 

alasan bahwa penggunaan istilah “tindak pidana” dipakai karena jika ditinjau 

dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai 

istilah “tindak pidana”. 

Menurut pendapat Simons menyatakan bahwa strafbar feit adalah 

kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan 

hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang 

yang mampu bertanggung jawab.19 Sedangkan Moeljanto menyatakan 

bahwa strafbar feit atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 

larangan itu.20 Meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang penerjemahan 

                 
19 Rusli Efendy dkk, Azaz-Azaz Hukum Pidana, Lepen UNI, Ujung Pandang, 1980, hlm. 37. 
20 Moeljanto, Azaz-Azaz Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37. 
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istilah tersebut, pada saat ini, hampir semua peraturan perundang-undangan 

menggunakan istilah tindak pidana dalam ketentuannya.  

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya 

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-

perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut 

ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari 

larangan tadi sehingga jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak 

dilarang.  

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah : 

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan); 

b. Diancam dengan pidana (staatbaar gesteld); 

c. Melawan hukum (onrechtmatig); 

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) oleh 

orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person). 

Simons juga menyebutkan  adanya unsur objektif dan unsur subjektif 

dari tindak pidana (strafbaar feit) adalah sebagai berikut : 

a. Unsur Objektif : 

1) Perbuatan orang 
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2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu 

3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti 

dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau “dimuka umum” 

b. Unsur Subjektif : 

1) Orang yang mampu bertanggung jawab 

2) Adanya kesalahan (dollus atau culpa) 

3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.21 

3. Macam-Macam Tindak Pidana 

Dalam KUHP telah diklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam 

2 (dua) kelompok yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga dimana 

masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya 

dalam bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi 

oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.22 

Perbuatan pidana menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) 

dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian kejahatan disusun dalam 

Buku II Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan pelanggaran disusun 

dalam Buku III Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Kejahatan 

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, 

                 
21 Mulyati Pawennei, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 10-11. 
22 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183. 
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sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan 

atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.23 

a. Delik Dolus dan Culpa 

Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

yang dilakukan dengan sengaja.24 Contohnya terdapat pada Pasal 338 

KUHP yang berbunyi dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 

diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas 

tahun.25 Delik culpa adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian).26 Contoh delik culpa 

yaitu Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya 

menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.27 

b. Delik Commisionis dan Delik Ommisionis 

Delik commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang 

dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), 

menggelapkan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP). Delik 

                 
23 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghlmia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm.  
24 Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 99. 
25 Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 122. 
26 Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 100. 
27 Moeljanto, Op.Cit, hlm. 31. 
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commisionis pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (dader) 

mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban 

pidana.28 Delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan 

pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik 

ommisionis terdapat dalam Pasal 164 KUHP tentang Kejahatan Terhadap 

Ketertiban Umum.29 

c.Delik Formal dan Delik Material  

Delik formal ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan 

kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti Pasal 

362 KUHP tentang Pencurian. Delik material ialah rumusan undang-

undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan 

pidana oleh undang-undang, seperti Pasal 35 KUHP tentang Penganiayaan. 

d. Delik Murni dan Delik Aduan 

Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, negara akan 

segera bertindak  untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 180 

KUHAP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, 

menjadi korban dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan. Delik 

aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan 

                 
28 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 177. 
29 Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 100. 
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korban. Delik aduan dibagi menjadi dua yairu pertama murni dan kedua 

relatif. 

e. Delik-delik lainnya 

1) Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai 

unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang 

disertai unsur yang meringankan. 

2) Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur 

bentuk pokok yang disertai satu atau lebih usnur yang 

memberatkan.30 

3) Delik Selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat 

atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti 

kejahatan tentang penghasutan, pembunuan, dan pembakaran. 

4) Delik berlanjut yaitu delik yang terditi atas melangsungkan atau 

membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu 

pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. Contohnya 

terdapat dalam Pasal 221 tentang menyembunyikan orang jahat, 

Pasal 333 tentang meneruskan kemerdekaan orang, dan Pasal 250 

                 
30 Ibid, hlm. 102. 
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tentang mempunyai persediaan bahan untuk memalsukan mata 

uang.31 

B. Tinjauan Umum Anak 

1. Pengertian Anak 

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-

undangan maupunn pendapat para ahli. Seperti halnya di Indonesia yang 

sampai saat ini terdapat adanya perbedaan mengenai pengertian anak, 

sehingga kadang membingungkan untuk menentukan seseorang dikatakan 

anak atau bukan. Jika dilihat berdasarkan batasan usia ada beberapa 

peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi anak, adalah 

sebagai berikut : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330 

ayat (1) memuat batas antar belum dewasa yaitu 21 tahun, kecuali 

anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan 

pendewasaan.  

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 

47 ayat(1) dan Pasal 50 ayat (1), menjelaskan bahwa anak yang 

belum mencapai umut 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 

                 
31 Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 101. 
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melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya 

selama mereka tidak mencabut dari kekuasaannya. 

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua 

puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa anak adalah setiap 

manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum 

pernah kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila 

hal tersebut demi kepentingannya. 

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan anak adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan. 

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang 

berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah 

anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi bbelum berumur 18 tahun 

yang diduga melakukan tindak pidana. 
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Dari beberapa macam pengertian anak diatas, yang menjadi pedoman 

penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pengertian Anak yang 

berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum 

mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana. 

2. Hak dan Kewajiban Anak 

a. Hak Anak 

        Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-

cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan 

sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan 

kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar 

baik secara rohani, jasmani dan sosial.  Seorang anak memiliki hak yang 

melekat pada dirinya, meskipun di dalam pemenuhan hak tersebut seorang 

anak tidak dapat melakukan sepenuhnya dengan sendiri dikarenakan 

keterbatasan kemampuan dan pengalamannya.  

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah : 
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1) berhak untuk dapat hidup, tumbuh, nerkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi (Pasal 4); 

2) berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan (Pasal5); 

3) berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan 

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, 

dalam bimbingan orang tua (Pasal 6); 

4) berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial 

(Pasal 8); 

5) berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasaannya sesuai 

dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang 

cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9); 

6) berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi 

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi 

pengembangan diri (Pasal 11); 

7) berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : 

diskriminasi;eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, 
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penelantaran; kekejaman, kekerasan dan 

penganiayaan;ketidakadilan;dan perlakuan salah lainnya (Pasal 

13) 

8) berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan 

dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa 

yang mengandung usnur kekerasan; dan pelibatan dalam 

peperangan (Pasal 15); 

9) berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi; 

berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 

hukum;penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya 

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya 

dapat dilakukan sebagai upaya terahkir (Pasal 16); 

10) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 

mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 

dipisahka dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau 

bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya 

hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di 

depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam 

sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban 



 

47 
 

atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan 

hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17); 

11) setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 

18).32 

b. Kewajiban Anak 

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berkewajiban 

untuk: 

1) menghormati orangtua, wali dan guru; 

2) mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; 

3) mencintai tanah air, bangsa dan negara; 

4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 

5) melaksanakan etika dan ahklak yang mulia.33 

Selain anak mendapatkan hak yang harus dipenuhi, anak juga 

berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sebagai anak agar tercapai 

                 
32 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
33 Lihat Pasal 19 Undang-Undang Pasal 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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keseimbangan. Apabila anak telah menjalankan kewajibannya maka anak 

boleh menuntut hak apabila belum terpenuhi. 

3. Anak Berhadapan dengan Hukum  

a. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA) pada Pasal 1 angka 2, yang dimaksud 

anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 

menjadi saksi tindak pidana.34 

b. Kenakalan Anak 

Kenakalan anak sering disebut dengan juvenile delinquency, yang 

diartikan dengan anak cacat sosial. Delinquency adalah suatu tindakan atau 

perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan 

dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang 

oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan 

tercela.35 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delikuensi diartikan 

sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang 

                 
34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
35 Romli Atmasasmita, Op.Cit, hlm. 23. 
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berlaku dalam suatu masyarakat.36 Kenakalan remaja adalah terjemahan kata 

juvenile delinquency dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, 

perbuatan maupun tindakan remaja bersifat asosial, bertentangan dengan 

agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. 37  

Kedudukan keluarga menjadi faktor yang paling utama dalam 

mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak 

cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering 

menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal. Di masa remaja ingin bebas 

menentukan tujuan hidupnya sendiri, sedang orang tua masih takut 

memberikan tanggungjawab kepada remaja sehingga terus membayangi 

remaja itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya 

kenakalan anak yang sering menjurus kejahatan anak antara lain : faktor 

lingkungan, faktor ekonomi/sosial, dan faktor psikologis. 

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan 

1. Pengertian Perundungan/Bullying 

Pengertian perundungan / bullying menurut Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia (KOMNAS HAM) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan 

fisik dan psikologis berjangka panjang yang dlilakukan seseorang atau 

                 
36 Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, 

hlm. 219. 
37 Badan Koordinasi Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika 

Sumatera Utara, Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja.Makalah, Medan, 1979, hlm. 6. 
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kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari 

situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang 

tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya.38 Perundungan/bullying 

memiliki berbagai macam bentuk, seperti perundungan verbal, perundungan 

relasional, perundungan elektronik dan perundungan fisik. 

a. Perundungan verbal adalah suatu bentuk perundungan dengan 

melakukan penghinaan kepada orang lain, perundungan verbal dapat 

berupa ejekan/celaan, julukan nama orang tua, ataupun suatu 

pernyataan yang tidak selayaknya diucapkan. Perundungan verbal 

memiliki kesamaan dengan tindak pidana penghinaan yang diatur 

dalam Pasal 310 KUHP. 

b. Perundungan relasional adalah hampir memiliki kesamaan dengan 

perundungan verbal, hanya saja dampak dari pada perundungan 

relasional lebih berbahaya, karena seorang korban mendapatkan 

perlakuan ini cenderung menjauh dari sosialnya. 

c. Perundungan elektronik adalah perundungan yang tujuannya untuk 

menjatuhkan seseorang yang dirasa memiliki popularitas. 

d. Perundungan fisik adalah suatu bentuk perundungan dengan 

kekerasan adanya kontak fisik dari pelaku kepada korban yang 

                 
38 Fitria Chakrawati, Bullying Siapa Takut?, Tiga Serangkai, Solo, 2015, hlm. 11. 
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dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang 

yang lebih lemah dengan maksud mmebuat orang tersebut merasa 

takut dan kelak tidak berdaya serta dapat menyebabkan luka-luka 

hingga kematian. Perundungan/Bullying fisik memiliki kesamaan 

dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur Pasal 351 KUHP. 

2. Tindak Pidana Penganiayaan 

Perundungan/bullying sendiri belum diatur dalam Undang-Undang 

atau peraturan khusus yang mengaturnya, namun akan mengambil masalah 

dari pokok perkaranya. Perundungan/bullying sendiri bersifat luas, maka 

penulis dapat memasukkan penganiayaan, pemerasan, penghinaan dan 

sebagainya kedalam kasus perundungan yang dimana kasus tersebut sudah 

diatur dalam KUHP. Perbuatan perundungan atau bullying yang sudah diatur 

dalam KUHP yang akan dibahas oleh peneliti sebagaimana diatur dalam 

Pasal 351 tentang Penganiayaan. Pasal 351 KUHP berbunyi : 

1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lima ratus rupiah, 

2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling 

lama 7 (tujuh) tahun. 
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4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.39 

Perbuatan perundungan atau bullying apabila pelaku maupun 

korbannya tergolong anak, maka sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Setiap orang 

dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, 

atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”. 40 

Sebagaimana diatur tentang sanksi  dalam Pasal 80 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: 

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 

72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) 

                 
39 Lihat Pasal 351 KUHP. 
40 Lihat Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubaha Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, 

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) 

3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada yat (2) mati, maka 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga 

miliar rupiah) 

4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan 

penganiayaan tersebut orangtuanya. 

D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum 

1. Pengertian Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk 

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat 
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menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang 

melibatkan banyak hal41 

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud dengan penegakan 

hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 

di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap ahkir untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena 

itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti 

pelaksanaan perundang-undangan.42 

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah 

perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum 

yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan 

hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie).43 Menurut Bagir 

Manan, penegakan hukum dapat juga disebut sebagai mempertahankan 

hukum, dimana memuat 2 (dua) makna yaitu menjaga dan memelihara 

                 
41 Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32. 
42 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja 

Grafinfo, Jakarta, 2005, hlm. 112. 
43 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 56. 
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hukum agar tetap dipatuhi dan mencegah serta menindak apabila terjadi 

pelanggaran.44 

2. Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Penegakan Hukum 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 

Soerjono Soekantor adalah : 

a. Faktor Hukum 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertenangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan 

oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 

ditentukan secara normatif.45 

b. Faktor Penegak Hukum 

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan 

menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 

penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, 

tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan timbul permasalahan. Salah 

                 
44 John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum 

di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 205. 
45 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 42. 



 

56 
 

satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian aparat penegak hukum.46 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor ini merupakan faktor pendukung dalam upaya penegakan 

hukum. Tanpa adanya faktor ini, maka upaya penegakan hukum dapat 

terhambat. Sarana atau fasilitas yang dimaksud ialahs sumber daya manusia 

(SDM) yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik dan tertata, 

peralatan yang memadai, serta keuangan yang tercukupi yang mampu 

mendukung tercapainya tujuan dalam upaya penegakan hukum.47 

d. Faktor Masyarakat 

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah lingkungan tempat suatu 

hukum itu berlaku. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum 

dikarenakan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

menciptakan kedamaian. Pluralisme budaya yang terjadi di masyarakat 

dapat memunculkan potensi resiko yaitu derajat ketaatan hukum yang 

beragam yaitu  kelompok masyarakat yang taat hukum dan ada pula yang 

tidak mentaati atau bahkan menentang secara terang-terangan. Untuk 

kelompok yang taat hukum, maka perlu diberikan motivasi untuk agar tetap 

                 
46 Ibid, hlm. 43. 
47 John Kenedi, Op.Cit, hlm. 218. 
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taat dan menjadi contoh yang baik. Sedangkan untuk kelompok yang tidak 

taat dapat dilakukan dengan cara ajakan yaitu sosialisasi terhadap hukum 

yang dilakukan secara berulang-ulang agar masyarakat dapat lebih 

memahami dan menghargai hukum.48 

e. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang 

sangat besar bagi mansia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia 

dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan 

sikapnya ketika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, 

kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan 

peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.49 

3. Proses Penegakan Hukum Menurut UU SPPA 

Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik 

bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya 

keadilan. Tujuan Peradilan Pidana Anak tidak berbeda dengan peradilan 

lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Badan 

Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan 

                 
48 Ibid, hlm. 218. 
49 Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 65. 
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dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan 

peradilan tata usaha negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa : 

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian 

perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan 

sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.  

Selanjutnya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak  yang menentukan bahwa:“Ketentuan beracara dalam 

Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, 

kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” 

Mengenai prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan 

berdasarkan asas: 

a. Perlindungan; 

b. Keadilan; 

c. Nondiskriminasi; 

d. Kepentingan terbaik bagi Anak; 

e. Penghargaan terhadap pendapat Anak; 

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; 
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g. Pembinaan dan pembimbingan Anak; 

h. Proposional; 

i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagi upaya 

terahkir; dan 

j. Penghindaran pembalasan.  

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA bahwa setiap Anak 

dalam proses peradilan pidana anak berhak: 

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 

kebutuhan sesuai dengan umurnya; 

b. dipisahkan dari orang dewasa; 

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

d. melakukan kegiatan rekreasional; 

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan 

martabatnya; 

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup 

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 

terahkir dan dalam waktu yang paling singkat; 

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, 

tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. tidak dipublikasikan identitasnya; 
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j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang 

dipercaya oleh Anak; 

k. memperoleh advokasi sosial; 

l. memperoleh kehidupan pribadi; 

m. memperoleh pelayanan kesehatan; 

n. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak 

pidana dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA). Undang-

undang ini termasuk peraturan yang mengatur secara khusus mengenai 

hukum pidana formil dan pelaksanaan pidana bagi anak yang berhadapan 

dengan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diartikan 

Undang-Undang SPPA merupakan lex specialis derogate legi generali dari 

peraturan yang umum yaitu KUHAP. Proses penegakan hukum terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari proses penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Peneliti akan membahas 

mengenai penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana 

perundungan/bullying dengan penganiayaan pada tahap penyidikan. 

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan 

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 
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diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Penanganan perkara anak yang 

berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik 

anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang SPPA menjelaskan beberapa syarat sebagai penyidik anak. 

Penyidik Anak wajib memeriksa anak yang berhadapan dengan hukum 

(ABH) dalam suasana kekeluargaan. Ketentuan tersebut supaya 

pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif dan simpatik. Efektif dalam arti 

bahwa pemeriksaannya tidak membutuhkan waktu yang lama dengan 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak anak 

untuk memberikan keterangan dengan jelas dan terperinci. Dimaksud 

dengan simpati yaitu pada waktu pemeriksaan, penyidik harus  bersikap 

sopan dan ramah sehingga anak tidak merasa takut dan kesulitan dalam 

mengungkapkan keterngan yang sebenarnya dan sejelas-jelasnya.  

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak dibantu 

oleh Pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan bertugas 

membantu memperlancar proses penyidikan dengan membuat Laporan 

Penelitian Kemasyarakatan (LPK). Pembimbing kemasyarakatan harus siap 

memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh penyidik. 

Laporan Peneltian Kemasyarakatan berisi tentang latar belakang kehidupan 

dan lingkungan sosial, ekonomi serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan 
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anak. Penelitian bertujuan untiuk mengetahu seseorang melakukan 

perbuatan itu, karena terpaksa atau akibat dipaksa orang lain, atau 

situasi/kondisi lingkungan yang memungkinkan dilakukan kejahatan. 50 

Pasal 65 UU SPPA menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan 

bertugas: 

a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan 

Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan 

pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan 

pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada 

pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan. 

b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan 

penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, 

baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga 

Penempatan Anak Sementara (LPAS); 

c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan 

Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan 

lainnya; 

                 
50 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 129. 
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d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan 

terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi 

pidana atau dikenai tindakan; dan 

e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan 

terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan 

bersyara, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.51 

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 28 UU SPPA bahwa laporan penelitian 

kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) 

kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) 

jam setelah permintaan penyidik di terima. 

Penyidik dalam melakukan proses penyidikan anak wajib 

merahasiakan identitas anak. Sebagaimana diatur Pasal 19 UU SPPA bahwa 

identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan 

dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Identitas meliputi 

nama Anak/Anak Korban/Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan 

hal lain yang dapat mengungkap jati dirinya. 52  

                 
51 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

 
52 Ibid, hlm. 130. 
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Penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku tindak pidana 

bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan 

penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan kepada sesorang yang diduga 

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Mengenai tindakan 

penangkapam tidak diatur secara rinci dalam UU SPPA sehingga berlaku 

ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 

UU SPPA menentukan bahwa: 

a. penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan 

penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam; 

b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan 

khusus Anak; 

c. Dalam hal ruangan pelayanan khusus Anak belum ada di 

wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS; 

d. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi 

dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; 

e. biaya bagi setiap Anak ditempatkan di LPKS  dibebankan pada 

anggaran kementrian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintah di bidang sosial.  

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. 

Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu 

oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan 
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penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

Penahanan dalam perkara Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat 

sebagai berikut:  

a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih. 

b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.  

Penahanan terhadap Anak tidak dapat dilakukan apabila Anak 

memperoleh jaminan dari orangtua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak 

tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, 

dan.atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan untuk 

kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu 

penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut 

Umum paling lama 8 (delapan) hari. Ketika dalam jangka waktu tersebut 

telah berahkir, maka Anak wajib dikeluarkan demi hukum. 

Ketentuan pidana dalam perkara Anak diatur didalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembatasan 

umur Anak diatur bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun 

tidak dapat dikenakan pidana melainkan hanya dapat dikenai tindakan.   

Pasal 71 UU SPPA mengatur tentang pidana pokok Anak terdiri atas : pidana 

peringatan, pidana dengan syarat, pelatihsn kerja, pemidanaan dalam 
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lembaga, dan penjara. Pengaturan mengenai pemidanaan penjara terdapat 

dalam Pasal 81 UU SPPA yang menyatakan bahwa: 

a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan 

perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat; 

b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 

½  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi 

orang dewasa. 

c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 

(delapan belas) tahun. 

d. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya 

pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan 

pembebasan bersyarat. 

e. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya 

terakhir 

f. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun. 

Ketika seorang Anak yang berhadapan hukum (ABH) belum mencapai 

usia 14 (empat belas) tahun maka tidak dapat dikenai hukuman pidana, 

melainkan hanya dapat dilakukan tindakan. Tindakan sebagaimana diatur 
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Bagian Ketiga tentang tindakan  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang SPPA. Pasal 82 Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa 

tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: pengembalian kepada 

orang tua/wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit 

jiwa; dan perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal 

dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 

pencabutan surat izin mengemudi; dan atau perbaikan atas tindk pidana. 

Tindakan bertujuan semata-mata untuk kepentingan anak yang 

bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap Anak bermaksud untuk 

membantu orangtua/wali dalam membantu mendidik dan memberikan 

bimbingan kepada Anak yang bersangkutan. 

 

E. Tinjauan Umum Tentang Konsep Diversi 

1. Pengertian Diversi 

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Diversion” yang berarti  

pengalihan, kemudian kata “Diversion” diserap dalam bahasa Indonesia 

menjadi istilah diversi. Karena berdasarkan buku Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan 
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Istilah, penyesuaian akhiran -sion, -tion menjadi -si. Oleh karenanya kata 

Diversion menjadi istilah diversi.53 

Pengertian diversi terdapat beberapa perbedaan oleh para ahli. 

Menurut Nasir Djamil bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian 

kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses 

pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku 

tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau 

masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim54 

Pendapat mengenai pengertian diversi dikemukakan Marlina bahwa diversi 

merupakan kebihakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaki dari 

sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan 

rehabiitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi 

pelaku kriminal dewasa.55  Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)  disebutkan bahwa diversi 

ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke 

proses di luar pengadilan pidana.56 Dari beberapa pendapat mengenai 

                 
53 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Pustka Setia, 

Bandung, 2005, hlm. 84. 
54 Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 137. 
55 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan 

Restrorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22. 
56 Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA 
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pengertian diversi dapat disimpulkan bahwa diversi merupakan upaya 

pengalihan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Upaya diversi dilakukan 

demi kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum atas dasar 

pertimbangan masa depan dan keadilan bagi korban. Penyelesaian dengan 

upaya diversi merupakan alternatif penyelesaian dengan pendekatan 

restorative justice. 

Berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 

52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa upaya diversi wajib 

dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara 

anak di pengadilan negeri. Diversi dapat dilaksanakan berdasarkan syarat-

syarat tertentu yaittu dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan 

pengulangan tindak pidana. 

Ketentuan mengenai syarat dilakukannya diversi berarti tidak semua 

perkara anak dapat dilakukan upaya diversi. Anak yang melakukan tindak 

pidana yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun 

dan merupakan pengulangan (residivis) maka tidak wajib diupayakan 

diversi. Perbuatan pidana yang dilakukan Anak jika ancaman hukumannya 

lebih dari 7 (tujuh) tahun maka tergolong tindak pidana berat. Sedangkan 

jika Anak melakukan tindak pidana pengulangan maka menunjukkan bahwa 
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upaya diversi tidak akan menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak 

pelaku tindak pidana tersebut. Atas beberapa pertimbangan diatas, maka 

dengan keadaan tersebut bisa saja upaya diversi tidak wajib dilakukan.  

2. Tujuan Diversi 

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak 

dan orang tua/walinya, korban dan atau orangtua/walinya, Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan 

restorative justice.57 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

SPPA disebutkan tujuan diversi yaitu antara lain:58 

a. mencapai perdamauan antara korban dan anak. 

b. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan 

c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan 

d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan 

e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.  

Tujuan diversi merupakan implementasi dari restorative justice yang 

berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan 

sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Di 

                 
57 Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA 
58 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrian Hukum dan HAM, Buku Pedoman 

Penerapan Restorative Justice, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 25. 
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beberapa negara menerapkan diversi sebagai upaya pengalihan penanganan 

kasus-kasus perkara anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari 

proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dalam hal ini bertujuan 

untuk: 

a. menghindari penahanan; 

b. menghindari cap/label sebagai penjahat; 

c. memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban  

d. menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam 

rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses 

tersebut. 

3. Proses Diversi 

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak 

dan orangtua/wa;omua, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan 

Keadilan Restorative.59 

Disamping pelaksanaan diversi dengan musyawarah, proses diversi 

juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung 

jawab anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, 

                 
59 Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 
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keharmonisan masyarakay dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.  

Dalam pelaksanaan diversi baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan maka bai aparat polisi, jaksa dan hakim 

pemeriksa perkara Anak harus mempertimbangkan kategori umur Anak, 

hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan 

dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Mengenai pengaturan umur 

Anak diatur pada Pasal 2  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoneisa 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyatakan diversi diberlakukan terhadap anak yang 

telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak 

pidana. 

Tata cara dan tahapan proses diversi belum diatur secara jelas dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, namun mengenai tata cara dan tahapan proses diversi diatur dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi 
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(musyawarah) dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan 

Mahkamah Agung  Nomor 4 Tahun 2014 sebagai berikut:60 

a. musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan 

perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan 

tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk 

disepakati oleh para pihak yang hadir; 

b. fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi; 

c. fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan 

pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang 

perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk 

memperoleh penyelesaian. 

d. fasilitaor diversi wajib memberikan kesempatan kepada : 

1) anak untuk didengar keterangannya perihal dakwaan; 

2) orangtua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan 

dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang 

diharapkan; 

3) korban/ anak korban/ orangtua/ wali untuk memberi 

tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. 

                 
60 Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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e. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang 

keadaan sosial Anak korban serta memberikan saran untuk 

memperoleh penyelesaian. 

f. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil 

perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan 

informasi untuk mendukung penyelesaian. 

g. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan 

pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak. 

h. Fasilitator Diversi, menuangkan hasil musyawarah ke dalam 

Kesepakatan Diversi. 

i. Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi 

memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak 

bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat 

setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat 

dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik. 

Setelah proses diversi selesai maka hasil musyawarah diversi 

dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi harus 

mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan 

anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan 

dari pihak korban dam keluarganya dalam proses pelaksanaan diversi, agar 
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proses pemulihan keadaan sesuai dengan restorative justice. Kesepakatan 

diversi tersebut dikecualikan terhadap:61 

a. tindak pidana berupa pelanggaran 

b. tindak pidana ringan 

c. tindak pidana tanpa korban 

d. nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi 

setempat 

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa : 

a. perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi 

b. penyerahakan kembali kepada orangtua/wali 

c. keikutsertaan dalam pendiidkan atau pelatihan dilembaga 

pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan 

Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan atau 

d. pelayanan masyarakat. 

Namun apabila dalam proses musyawarah diversi tidak dapat 

ditemukan sepakat antara para pihak korban dan/atau orangtua/wali serta 

pelaku sehingga hasil dari diversi tidak ditemukan kesepakatan. 

Konsekuensi dari hal tersebut maka proses akan dilanjutkan kembali 

                 
61 Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
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menurut hukum formilnya. Tahap penyidikan terhadap perkara Anak wajib 

dilaksanakan diversi menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. 

Setelah proses diversi dilakukan jika ditemukan kesepakatan diversi antara 

semua pihak yang bersangkutan maka tidak dilanjutkan pada proses 

pemeriksaan lanjut. Namun jika proses diversi tidak menemukan kesepatan 

diversi atau diversi dinyatakan gagal, maka proses akan dilanjutkan 

penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. 

4. Konsep Restorative Justice 

Restorative justice atau keadilan restorative adalah penyelesaian 

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga 

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait utnuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula, dan bukan pembalasan.62 

Restorative justice diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak 

pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan 

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil 

                 
62 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 
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dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan 

pembalasan. 63 

Keadilan restoratif tidak semata-mata merupakan keputusan tentang 

siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang 

bersifat permusuhan/perlawanan, proses keadilan restoratif mencari suatu 

fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk 

korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal 

ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam 

kejahatan tertentu bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara 

kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan 

implikasinya di masa depan. 

Konsep dan teori pemidanaan terus mengalami perkembangan mulai 

dari teori keadilan tradisional seperti retributive justice hingga teori keadilan 

modern seperti restorative justice. Tidak mudah memberikan pengertian 

tentang restorative justive, sebab banyak variasi dan bentuk yang 

berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang 

digunakan untuk menggambarkan konsep restorative justice seperti 

communitarian justice (keadilan komunitarian), positive justice (keadilan 

                 
63 Muladi, Pendekatan “Restorative Justice” dalam Sistem Peradilan Pidana dan 

Impelementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Cakra Buana, Semarang, 2015, hlm. 16. 
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positif), relational justice (keadilan relasional), reparative justice (keadilan 

reparative), dan community justice (keadilan masyarakat). 

Hukum Positif Indonesia, mengatur penyelesaian perkara hanya dapat 

dimungkinkan dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Sementara dalam perkara pidana pada prinsipnya 

tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun hal-hal tertentu 

dimungkinkan adanya penyelesaian kasus diluar pengadilan. Sebagaimana 

diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang SPPA dikatakan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses 

diversi, yang semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu 

bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk 

membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, 

anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, 

dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Sistem 

Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan 

Restoratif, yang meliputi  : 

a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam 

Undang-Undang ini; 
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b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan 

peradilan umum; dan 

c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan 

selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani 

pidana atau tindakan.  

F. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Tindak Pidana Perundungan 

1. Pengertian Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. 

Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau 

perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang 

dapay dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil 

hukum yang terperinci dari Alquran dan hadist.64 

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung 

kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di ahkirat. 

Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi 

setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, 

yaitu menempatkan Allah sebagai hak, baik yang ada pada diri sendiri 

maupu ada pada orang lain.65 

                 
64 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9. 
65 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Ctk.Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.  
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2. Tujuan Hukum Pidana Islam 

Tujuan hukum pidana Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta 

potensi yang ada dalam dirinya dan tidak menyimpang dari cita-cita nasional 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu kebahagiaan hidup baik 

di dunia maupun di akhirat dan demi kemaslahatan manusia. Tujuan dapat 

ducapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan 

menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridoan Allah 

SWT sesuai dengan prinsip tauhid.  

Menurut al-Syathibi yang dimaksud dengan kemaslahatan itu dapat 

diwujudkan apabila terwujud lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, 

keturunan, akal dan harta.66 Menurut al-Syathibi, penetapan kelima pokok 

kebutuhan manusia didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadist. Dalil-

dalil tersebut berfungsi sebagai Al-qawaid al-kulliyah (kaidah-kaidah 

umum) dalam menetapkan al-kulliyyah al-khamsah (lima kebutuhan pokok). 

Tujuan yang lainnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) 

atau Hajiyat. Tujuan dari adanya perundang-undangan Islam adalah 

                 
66 Adimarwan Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Raja Grafindo, Jakarta, 

2012, hlm. 380. 
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membuat berbagai perbaikan yaitu menjadikan manusia mampu mengatur 

dan mengisi kehidupan sosial lebih baik atau tahsinat.67 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Jarimah) 

Jenis tindak pidana (jarimah) dilihat dari segi berat-ringannya 

hukuman, jariman dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : 

a. Jarimah Hudud  

Jarimah hudud yaitu hukuman yang sudah ditentukan syara’ untuk 

jenis hukuman tertentu dan hukuman ini menjadi hak Allah.68 Jarimah hudud 

telah ditentukan bentuknya (jumlah) dan hukumnya secara jelas, baik 

melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah.  Contoh jarimah hudud antara lain zina, 

murtad, perampok (hirobah), mencuri, qadzaf, dan minuman khamar. 

b. Jarimah Qisas-diyat 

Jarimah qisas-diyat merupakan jarimah dimana hukumannya diancam 

melalui qisos atau hukuman diyat. Hukuman tersebut telah ditetapkan oleh 

syara’ namun mengenai batasan terendah dan tertinggi merupakan hak 

manusia.69 Jarimah qisas atau diyat menjadi hak perseorangan yang 

membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat jarimah oleh orang yang 

                 
67 Wael B.Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 

246-248. 
68 M.Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab RA, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 1999, hlm. 96. 
69 Marsum, Jinayat (Hukum Pidana Islam), Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia, hlm. 7. 
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menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Pemaafan oleh korban, wali atau 

ahli waris terhadap perbuatan pembuat jarimah dapat menggantikannya 

dengan diyat atau meniadakan diyat.70  

Qisas ditujukan agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman yang setimpal 

atas perbuatan yang dilakukan. Perbedaan Qisas dan diyat, Qisas merupakan 

bentuk hukuman bagi pelaku jarimah terhadap jiwa atau anggota badan yang 

dilakukan secara sengaja. Adapun diyat merupakan hukuman yang 

dijatuhkan kepada pelaku jarimah dengan objek sama (raga atau anggota 

badan) namun secara tidak sengaja.71 Adapun macam tindakan pidana antara 

lain : 

1) Pembunuhan dan penganiayaan yang disengaja; 

2) Pembunuhan dan penganiayaan yang tidak disengaja; 

3) Pembunuhan menyerupai sengaja; dan 

4) Pembunuhan tersebut tidak dihukum qishas tetapi harus 

membayar diyat, yaitu dengan 100 ekor unta, 40 ekor 

diantaranya mengandung.72 

c. Jarimah Ta’zir 

                 
70 Dzajuli, Fiqh Jinayah, hlm. 27. 
71 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 26. 
72 Muhammad Rawwas Qal-ahji, op.cit, hlm. 294.  
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Jarimah Ta’zir yaitu hukuman yang diwajibkan karena adanya 

kesalahan, dimana pemberi syari’at tidak menentukan hukumannya secara 

tertentu. Perbuatan yang termasuk dalam jariman ta’zir ialah perbuatan yang 

diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta’zir. Syara’ tidak 

menentukan macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta’zir, tetapi hanya 

menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan sampai berat. Dalam 

hal ini hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai 

dengan macam-macam jarimah ta’zir serta keadaan pembuatnya.73 

Jenis jarimah ta’zir tidak ditentukan banyaknya, berbeda dengan 

jarimah hudud dan qishas-diyat yang sudah ditentukan. Syara’ hanya 

menentukan sebagian jarimah ta’zir , yaitu perbuatan-perbuatan yang 

selamanya akan tetap dianggap sebagai jarimah seperti riba, menggelapkan 

titipan, menerima/memberi suap dan sebagainya. Sedangkan sebagian 

terbesar dari jarimah ta’zir diserahkan pada penguasa untuk menentukannya, 

dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh 

bertentangan dengan nash-nash (ketentuan-ketentuan) Syara’ dan prinsip-

prinsip umum.74 

Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta’zir kepada para 

penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara 

                 
73 Ibid, hlm. 579. 
74 Ahmad Hanafi, Op.Cit, hlm. 578 
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kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya 

terhadap keadaan yang mendadak. Adapun bentuk dan macam-macam 

hukuman ta’zir adalah : 

1) Hukuman mati 

Pada dasarnya menurut sya’riat Islam, hukuman ta’zir adalah 

memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh 

karena itu dalam hukum ta’zir tidak boleh ada pemotongan 

anggota badan atau penghilang nyawa, akan tetapi kebanyakan 

fukaha membuat suatu pengecualian atas aturan umum tersebut, 

sehingga kebolehan menjatuhkan hukuman mati apabila demi 

kepentingan umum.75 

2) Hukuman jilid 

Hukuman Jilid merupakan hukuman pokok dalam Syari’at 

Islam, dimana untuk jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya 

misalnya seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk 

gadzaf, sedang untuk jarimah ta’zir tidak tertentu jumlahnya. 

Penetuan jarimah ta’zir yang berbahaya, maka hukuman jilid 

lebih diutamakan.  

3) Hukuman kawalan (penjara kurungan) 

                 
75 Ibid, hlm. 299. 
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Ada dua macam hukuman kawalan dalam sya’riat Islam yaitu : 

a) Hukuman kawalan terbatas 

Batas terendah bagi hukuman ini ialah satu hari, sedang 

batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan. 

Para ulama syafi’iyah menetapkan batas tertinggi, yaitu 

satu tahun karena mempersamakan dengan pengasingan 

dalam jarimah zina.76 

b) Hukuman kawalan tidak terbatas 

Hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya 

terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus 

sampai hukuman mati atau taubat dan baik untuk 

pribadinya.77 

4) Hukuman pengasingan (Al-Taqhrib wal Ib’ad) 

Hukuman pengasingan dijatuhkan apabila perbuatan pembuat 

dapat menjalar atau merugikan orang lain. Mengenai masa 

pengasingan dalam jarimah ta’zir, menurut Mazhab Syafi’I dan 

Ahmad tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Sedangkan menurut 

                 
76 Ibid, hlm. 308. 
77 Ibid, hlm. 310. 
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Imam Abu Hanafi masa pengasingan bisa lebih dari 1 (satu) 

tahun.78 

5) Hukuman salib 

Jarimah ta’zir hukuman salib tidak didahului oleh hukuman 

mati, melainkan pelaku disalib hidup-hidup  dan tidak dilarang 

makan dan minum. Ia pun tidak dilarang untuk mengerjakan 

wudhu, namun dalam mengerjakan shalat cukup dengan isyarat. 

Masa hukuman ta’zir salib tidak lebih dari 3 (tiga) hari dan 

dilakukan disuatu pegunungan. 

6) Hukuman pengucilan (al Hajru) 

7) Hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbih) dan peringatan 

8) Hukuman denda (al-Gharamah) 

Hukuman denda ditetapkan dalam Sya’riat Islam seperti 

mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya 

yang didenda dua kali lipat harga buah tersebut.79 

4. Tindak Pidana Perundungan  

a) Pengertian Penganiayaan 

                 
78 Ibid, hlm. 312 
79 Ibid, hlm. 317. 
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Di dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa disebut 

dengan jarimah pelukaan. Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) membedakan 

tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa 

(penganiayaan).80 Menurut para fuqaha tindak pidana atas selain jiwa 

(penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai 

badan seseorang namun tidak menyebabkan kematian. Perbuatan tersebut 

bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain 

sebagainya. 

Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang 

mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. 

Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah 

Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah “setiap tindakan yang 

melawan hukum atas badan mausia baik berupa pemotongan anggota badan, 

pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih 

tetap tidak terganggu.”81 

b) Dasar Hukum Penganiayaan 

                 
80 A Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 9. 
81 Muhammad Ahsin Sekho, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, PT. Kharisma Ilmu, Jakarta, 

2007, hlm. 1. 
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Dasar hukum dari penganiayaan adalah terhadap dalam nash Al-

Qur’an surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi: 

Artinya: Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (Al-Taurat) 

bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan 

hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada 

kishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak Qishas) nya, Maka 

melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.82 

Sebuah hadis Rasulullah saw bersabda yang berbunyi : 

Artinya: “Dari Abi Sa’id Sa’ad ibn Malik ibn Sinan ra, bahwa Rasulullah 

saw bersabda: Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah 

membahayakan diri sendiri. (HR Ibu Majah dan Ad-Daruquthni)” 

c) Pembagian Penganiayaan 

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana 

penganiayaan, yaitu: 

1) Jika ditinjau dari segi niatnya maka penganiayaan terbagi dua: 

a) Penganiayaan disengaja 

Penganiayaan disengaja, menurut Abdul Qadir Audah, adalah 

perbuatan sengaja yaitu setiap perbuatan dimana pelaku sengaja 

melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. 

                 
82 Departemen Agama RI 
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Unsur penganiayaan disengaja ada dua, yaitu: 

(1) Perbuatan yang terjadi pada tubuh korban atau 

mempengaruhi keselamatannya. 

Sesuatu dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, 

jika perbuatan yang dilakukan oleh penganiaya tersebut telah 

melakukan kekerasan yang menyentuh tubuh korban atau 

mempengaruhi keselamatan tubuhnya dalam kondisi apapun. 

Perbuatan tidak disyaratkan harus berupa pukulan atau melukai, 

tetapi cukup berupa perbuatan yang membahayakan atau 

tindakan melawan hukum seperti memukul, melukai, mencekik, 

menekan, mendorong dan lain sebagainya. 

(2)   Sengaja melakukan perbuatan. 

Agar suatu perbuatan dihukum tindak pidana sengaja, perbuatan 

harus berasal dari kehendak pelaku dan dilakukan dengan 

maksud melawan hukum (pelanggaran). Jika pelaku tidak 

bermaksud melawan hukum, perbuatan tersebut tidak dianggap 

perbuatan yang sengaja, tetapi tidak sengaja (tersalah). 

b) Penganiayaan tidak disengaja. 
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Penganiayaan tidak disengaja adalah perbuatan karena kesalahan 

adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu 

perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum. 

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam 

tindak pidana penganiayaan dengan tidak disengaja, pelaku memang 

melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak 

dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun 

kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu. 

Sebagai contoh, seseorang yang melemparkan batu dengan maksud untuk 

membuangnya, namun karena kurang hati-hati batu tersebut mengenai orang 

yang lewat dan melukai. 

2) Jika ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya sebagai akibat dari 

perbuatan pelaku maka penganiayaan ini terbagi: 

a)  Ibanat Al-Atraf (penganiayaan atas anggota badan dan 

semacamnya). 

Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan atas anggota badan 

dan semacamnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan 

dan anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa 

pemotongan dan pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk 

pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, 
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bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, 

alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan 

lidah. 

b) Izhab ma'a Al-Atraf (menghilangkan manfaat anggota badan, 

sedangkan jenisnya masih tetap utuh). 

Maksud dari jenis ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari 

anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. 

Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak 

sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk 

kelompok pertama yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk 

dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, 

penglihatan, penciuman,perasaan lidah, kemampuan berbicara, 

bersetubuh, dan lain-lain . 

c) Asy-Syajjaj 

Asy-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. 

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa syajjaj adalah pelukaan pada 

bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja 

seperti dahi 

Menurut Imam Abu Hanifah, asy-syajjaj itu ada sebelas macam, 

diantaranya: 
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a Al-Kharishah, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak 

sampai mengeluarkan darah. 

b Ad-Dami’ah, yaitu pelukaan yang mengakibatkan 

pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir 

melainkan seperti air mata. 

c Ad-Damiyah, yaitu pelukaan yang berakibat 

mengalirkan darah. 

d Al-Badhi'ah, yaitu pelukaan yang sampai memotong 

daging. 

e Al-Mutalahimah, yaitu pelukaan yang memotong 

daging lebih dalam dari pada Al-Badhi’ah. 

f As-Simhaq, yaitu luka yang memotong daging dan 

menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang. 

g Al-Mudihah, yaitu luka yang memotong kulit yang 

melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun 

hanya seujung jarum. 

h Al-Hasyimah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi 

sehingga memotong atau memecahkan tulang. 

i Al-Munqilah, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar 

memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi 

tulang dari tempat asalnya 
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j Al-Ammah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi 

sehingga sampai kepada ummud dimagh, yaitu selaput 

antara tulang dan otak. 

k Ad-Damighah, yaitu luka yang menembus lapisan di 

bawah tulang sampai ke otak. 

d)  Al-Jirah 

Al-Jirah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala 

dan athraf. Anggota badan yang pelukaannya termasuk jirah ini 

meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul  

e)  Yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya adalah pelukaan ini 

antara lain seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau 

badan, tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, 

melainkan hanya memar, muka merah atau terasa sakit. 

Tindak pidana perundungan merupakan jarimah penganiayaan 

sehingga merupakan jarimah Qisas. Hukuman yang ditetapkan oleh Allah 

SWT terhadap pelaku jarimah pelukaan harus dillihat tentang lukanya 

senduru, ada yang terkena hukuman qisas atau diyat. Hukuman diyat sebagai 

hukuman apabila syarat-syarat qisas tidak terpenuhi.  

Pengertian Qisas ialah agar pembuat jamirah dijatuhi hukuman 

(dibalas) setimpal dengan perbuatanya, jadi dibunuh apabila ia membunuh 
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atau dianiaya ketika ia menganiaya. Hukuman Qisas dijatuhkan atas 

pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.83 Menurut Sayyid Sabiq 

pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan apabila hal itu memungkinkan, 

sehingga ada kesamaan dengan lupa tanpa lebih dan kurang. Apabila 

persamaan dalam hal tersebut tidak dapat direalisasikan kecuali dengan 

sedikit kelebihan, atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya 

pada diri orang yang diqisas, maka qisas tidak wajib dan sebagai pengganti 

adalah diyat.84 

Jarimah qisas iatau dyat menjadi hak perseorangan yang membuka 

kesempatan pemaafan bagi pelaku jarimah. Apabila korban, wali atau ahli 

warisnya memaafkan pembuat jarimah maka dapat menggantikannya 

dengan diyat. Perbedaan antara qisas atau diyat terletak pada jarimah 

dilakukan dengan kesengajaan atau tanpa sengaja. Diyat merupakan jarimah 

yang dilakukan tanpa sengaja. Jarimah penganiayaan tanpa sengaja, 

hukuman pokok terhadap pembuat jarimah yaitu diyat.  

5. Tinjauan Anak dalam Hukum Islam 

Pengertian anak menurut istilah hukum islam adalah keturunan kedua 

yang masih kecil. Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia 

                 
83 Ahmad Hanafi, Op.Cit, hlm. 279. 
84 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 10, hlm. 77. 
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maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” 

bersifat “fugurativel majasi” dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya 

untuk menunjukan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga 

dipakai untuk menunjukan asal anak itu lahir.85 Sifat kecil itu kalau 

dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya. Pertama, kecil 

dan belum mumayyiz dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk 

bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segal 

sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi mumayyiz 

dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya 

kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah 

jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain. 

Dikatan mumayyiz dalam hukum islam ialah anak yang sudah 

mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih 

kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum mumayyiz, walaupun 

sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-

kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti 

hal tentang jual beli dan sebagainya. Dalam firmannya Allah SWT Q.S An-

Nisa;6 yang artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai 

mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa 

                 
85 Prodjodikoro, Wirjono., Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), 72. 
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mereka sudah cerdas sudah pabdai memelihara harta, maka hendaklah kamu 

serahkan kepada mereka itu harta-hatanya”. 

Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan 

dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam 

hanyamengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. 

Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya 

perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang 

dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang 

dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telahmengalami 

haid atau menstruasi. 

Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan 

pertanggung jawaban pidana menurut syari’at islam didasarkan atas dua 

perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena 

itu kedudukan anak kecil hingga sampai memiliki kedua perkara tersebut. 

Hasil penyelidikan para fuquaha menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 

(tiga), yaitu: 

1) Masa tidak adanya kemampuan berpikir 

Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) 

tahun, dengan kesepakatan para fuquaha. Pada masa tersebut seseorang 

anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut 

dengan “anak belum tamyiz” sebenarnya kemampuan berpikir tidak 

terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang 
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bisa timbul sebelum usia 3 (tiga) tahun dan kadang-kadang terlambat, 

menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental. 

2) Masa kemampuan berpikir lemah  

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan 

(baligh) dan kebanyakan fuquaha membatasinya dengan usia 15 (lima 

belas) tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia 

18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (Sembilan belas) 

tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu 

Hanifah. 

3) Masa kemampuan berpikir penuh 

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau 

dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 

18 (delapan belas) tahun, pada masa ini menurut kalangan fuquaha 

seseorang dapat dikenakan pertanggung jawab pidana atau jarimah-

jarimah yang dapat dibuatnya bagaimanapun juga macamnya86. 

 

 

                 
86 Andi Oghi Sandewa, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 

1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari 

Hukum Islam, (Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2014), hlm 28. 
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BAB III 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK 

PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR 

PURWOREJO 

A. Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan dengan 

Penganiayaan di Kepolisian Resor Purworejo 

Kenakalan anak sering disebut dengan juvenile delinquency, yang 

diartikan sebagai anak cacat sosial. Delinquency adalah suatu tindakan atau 

perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan 

dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh 

masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.87 

Anak yang melakukan hal seperti ini disebut dengan Anak Berhadapan dengan 

Hukum (ABH). 

 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum 

adalah anak yang berkonflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana 

dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.88 Batasan usia yang dapat 

dikategorikan sebagai Anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

                 
87 Sudarsono, Kenalakan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 10. 
88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.89 Sedangkan definisi anak yang berkonflik dengan hukum terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun 

yang diduga melakukan tindak pidana. 

Seorang anak yang merupakan anak berhadapan hukum (ABH) belum 

mencapai usia 12 (dua belas) tahun maka tidak dapat dikenai hukuman pidana, 

melainkan hanya dapat dilakukan tindakan.  Sebagaimana diatur dalam Pasal 

21 Undangg-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak meliputi:  

a. menyerahkan kembali kepada orangtua/wali; atau 

b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan 

pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang 

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun 

daerah, paling lama 6 (enam) bulan.  

                 
89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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Pada era saat ini banyak terjadi macam kejahatan yang dilakukan oleh 

anak. Salah satunya ialah tindak pidana perundungan dengan penganiayaan. 

Perundungan memiliki berbagai bentuk seperti perundungan verbal, 

perundungan relasional, perundungan elekronik dan perundungan fisik. Kasus 

tindak pidana perundungan dengan penganiayaan dapat dikategorikan dalam 

perundungan fisik. Perundungan fisik adalah suatu bentuk perundungan dengan 

kekerasan adanya kontak fisik dari pelaku terhadap korban denan maksud 

membuat orang tersebut takut dan kelak tidak berdaya sehingga menyebabkan 

luka-luka hingga kematian.  

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang Pengadilan. Peneliti dalam hal ini membahas tentang 

penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak dalam 

tingkat penyidikan. 

 Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat 

penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan barang bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi 

terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau 
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pelaku tindak pidananya.90 Penyidik anak dalam melakukan penyidikan 

terhadap perkara anak dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang 

bertugas membantu memperlancar proses penyidikan dengan membuat 

Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LPK). Laporan hasil penelitian 

kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) kepada 

penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik 

diterima. Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik diwajibkan untuk 

merahasiakan identitas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.  

Penangkapan terhadap Anak diatur dalam Pasal 30 UU Sistem 

Peradilan Pidana Anak berbunyi: Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna 

kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Setelah proses 

penangkapan, penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat 

sebagai berikut: 

a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan 

b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 

(tujuh) tahun atau lebih. 

 

                 
90 Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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Penahanan terhadap anak tidak dapat dilakukan apabila anak memperoleh 

jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak dan/atau tidak 

akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan 

mengulangi tindak pidana.  

Kasus perundungan dengan penganiayaan oleh anak yang pernah 

ditangani di Kepolisian Resort Purworejo merupakan kasus pertama. Kasus 

yang terjadi di SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo yaitu 3 (tiga) pelajar 

sebagai pelaku yakni TP (16), DF (15) dan UHA (15) yang melakukan 

penganiayaan terhadap korban CA (16). 

Untuk kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak 

pada mulanya mendapatkan laporan korban. Dalam kasus penganiayaan yang 

dilakukan oleh 3 (tiga) pelajar di SMP Muhammadiyah Butuh berawal dari 

laporan dari pihak Korban (CA) bersama dengan orangtua/wali korban. 

Kemudian, tidak lama dari peristiwa tindak pidana tersebut terjadi di sosial 

media beredar video rekaman aksi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan 

ketiga pelaku terhadap korban tersebut. Setelah mendapatkan laporan, pihak 

kepolisian langsung melakukan lidik dan melihat beberapa bukti-bukti yang ada 

untuk dilihat apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan.91 

                 
91 Wawancara dengan Anggota Kepolisian Resort Purworejo Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak Bp.Danu pada tanggal 27 Mei 2020 . 
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Kemudian setelah unsur-unsur terpenuhi, pihak kepolisian memanggil 

anak pelaku untuk diminta keterangan. Namun, sebelum memanggil anak, 

pihak kepolisian terlebih dahulu menghubungi Balai Pemasyarakatan 

(BAPAS), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai penasihat hukum dan 

orangtua/wali anak tersebut. Setelah anak itu dimintai keterangan, bahwa 3 

(tiga) anak pelaku TP (16), DF (15) dan UHA (15) tidak dilakukan penahanan 

dikarenakan ancaman hukumannya dibawah 7 tahun. Setelah itu, penyidik 

meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dalam 

waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima maka Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) wajib memberikan hasil Penelitian 

Kemasyarakatan.92 

Sesuai dengan prinsip dalam UU tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) 

hari setelah penyidikan dimulai. Syarat wajib dilakukan diversi jika ancaman 

hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan belum pernah melakukan tindak 

pidana (residivis).  

                 
 

 
92 Wawancara dengan Anggota Kepolisian Resort Purworejo Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak Iptu Diah Ayu Ida Nursanti, S.H pada tanggal 28 Mei 2020 . 
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Perbuatan perundungan atau bullying apabila pelaku maupun 

korbannya tergolong anak, maka sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Setiap orang 

dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, 

atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”. 93 

Sebagaimana diatur tentang sanksi  dalam Pasal 80 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: 

1).  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 

72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) 

2).  Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, 

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

                 
93 Lihat Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubaha Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 



 

105 
 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah) 

3).  Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada yat (2) mati, maka 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga 

miliar rupiah) 

4).  Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan 

penganiayaan tersebut orangtuanya. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan 3 (tiga) anak pelaku 

tindak pidana perundungan dengan penganiayaan, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman 

hukuman melanggar Pasal 76C yaitu dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 

72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Berdasarkan ancaman hukuman 

yang disangkakan tersebut maka diversi wajib diupayakan karena ancaman 

hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun. Selain itu, 3 (tiga) pelaku Anak tersebut baru 

pertama kali melakukan tindak pidana ( tidak termasuk residivis).  
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 Pada pelaksanaan upaya diversi seluruh pihak dihadirkan yaitu para 

pelaku dan korban. Sesuai dengan ketentuan yang diatur, penyidik Anak 

melaksanakan diversi bahwa Anak Pelaku didampingi oleh orangtua/wali 

dan/atau orang yang dipercaya oleh anak, pengacara yang pada saat itu oleh 

LBH Sakti Purworejo, dan BAPAS Magelang. Sedangkan, Anak Korban 

didampingi oleh orangtua/wali dan Pekerja Sosial Kabupaten Purworejo pada 

saat itu oleh Ibu Hasmeli. Setelah dilakukan upaya diversi, namun diversi 

dinyatakan gagal karena tidak ditemukan kesepakatan antara pelaku dan 

korban. Korban berserta orangtua/wali menyatakan bahwa sudah memaafkan 

tindakan pelaku, namun proses hukum tetap berlanjut.  

Proses upaya diversi gagal maka pihak kepolisian melanjutkan proses 

selanjutnya untuk melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan. Berdasarkan 

umur para pelaku yang lebih dari 14 (empat belas) tahun sehingga dapat dikenai 

sanksi pidana penjara, penyidik Anak Kepolisian Resor Purworejo menerapkan 

Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak berbunyi:“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”. 

Mengenai sanksi diatur dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 
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Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:“Setiap orang yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 

Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).94 

Proses penegakan hukum terhadap pelaku anak tindak pidana 

perundungan dengan penganiayaan fisik yang pada tingkat penyidikan di 

Kepolisian Resor Purworejo telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Perbuatan perundungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak 

Pelaku merupakan tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat 

dilakukan dengan syarat sebagai berikut: 

a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan 

b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih 

Berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak pelaku tindak pidana perundungan 

                 
94 Wawancara dengan Anggota Kepolisian Resort Purworejo Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak Bp.Danu pada tanggal 27 Mei 2020 . 
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dengan penganiayaan di SMP Muhammadiyah Butuh tidak dilakukan 

penahanan karena ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. 

Kepolisian Resor Purworejo telah melaksanakan diversi sebagai upaya 

yang harus ditempuh dalam perkara Anak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Didasarkan pada gagalnya upaya diversi atau tidak tercapai 

kesepakatan diversi maka penyidik Anak Kepolisian Resor Purworejo 

melanjutkan tahap selanjutnya dengan melimpahkan perkara ke Kejaksaan 

Negeri.  

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres 

Purworejo dalam menangani perkara tindak pidana perundungan yang 

dilakukan oleh siswa SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo  sesuai dengan 

ketentuan dalam UU SPPA dari awal tahap pemeriksaan sampai upaya diversi. 

Diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana 

ke proses di luar pengadilan pidana.95 Upaya diversi dilakukan demi 

kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum atas dasar 

pertimbangan masa depan dan keadilan bagi korban. Penyelesaian dengan 

upaya diversi merupakan alternatif penyelesaian dengan pendekatan restorative 

justice. 

                 
95 Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA 
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    Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan 

menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi 

hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan 

tersebut. . Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 

Soerjono Soekantor adalah : 

a. Faktor Hukum 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut 

disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang 

bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu 

prosedur yang telah ditentukan secara normatif.  

b. Faktor Penegak Hukum 

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan 

menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian 

petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan 

sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan timbul 

permasalahan. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum 

adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum.  

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor ini merupakan faktor pendukung dalam upaya penegakan 

hukum. Tanpa adanya faktor ini, maka upaya penegakan hukum dapat 

terhambat. Sarana atau fasilitas yang dimaksud ialah sumber daya 
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manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang 

baik dan tertata, peralatan yang memadai, serta keuangan yang 

tercukupi yang mampu mendukung tercapainya tujuan dalam upaya 

penegakan hukum.  

d. Faktor Masyarakat 

Masyarakat adalah lingkungan tempat suatu hukum itu berlaku. 

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dikarenakan 

hukum itu sendiri berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

menciptakan kedamaian.  

Dari keempat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas, 

proses penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan 

di Kepolisian Resor Purworejo tidak terdapat hambatan. Proses penegakan 

hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Purworejo sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak.   

B. Faktor Penyebab Gagalnya Upaya Diversi dalam Kasus Perundungan dengan 

Penganiayaan oleh Pelajar di SMP Muhammadiyah Butuh pada Tahap 

Penyidikan di Polres Purworejo 

Dalam penegakan hukum, persoalannya tidak terlepas dari adanya 3 

(tiga) komponen dalam sistem hukum yang saling mempengaruhi.  Sistem 

hukum (legal system) dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen: 
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komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal 

substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Menurut Lili Rasjidi 

dan Arief Sidharta mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendukung 

pelaksanaan berlakunya hukum sebagai berikut:96 

1. Peraturan atau kaidah hukum, artinya bahwa peraturan atau kaidah hukum 

harus sistematis. Pembuatan aturan harus disesuaikan dengan persyaratan 

yuridis agar menjamin supaya tidak terjadi timpang tindih dalam peraturan. 

2. Penegak hukum atau lembaga, penegak hukum haruslah mempunyai 

pedoman berupa peraturan tertulis. Kualitas penegak hukum dalam 

melaksanakan hukum sangat berpengaruh dalam berlakunya hukum. 

3. Fasilitas, pelaksanaan hukum dalam masyarakat harus didukung adanya 

fasilitas yang memadai. Fasilitas yang baik diharapkan dapat mendukung 

pelaksanaan kaidah hukum yang ditetapakan.  

4. Masyarakat atau kepatuhan masyarakat, kaitannya dengan berfungsinya 

hukum dalam masyarakat berkaitan erat faktor kepatuhan masyarakat yang 

terkena peraturan itu terhadap hukum yag berlaku. 

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara diluar 

pengadilan. Upaya diversi dilakukan demi kepentingan terbaik anak yang 

berkonflik dengan hukum atas dasar pertimbangan masa depan dan keadilan 

                 
96 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm. 72. 
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bagi korban. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara 

Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Syarat wajib 

dilaksanakannya diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam 

dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, hal ini memang penting 

mengingat jika ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada 

tindakan pidana berat; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, 

artinya bahwa anak tidak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis 

maupun tidak sejenis.  

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan 

Anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan 

Keadilan Restoratif. Restorative justice atau keadilan restoratif adalah 

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 

keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait utnuk bersama-sama 

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula, dan bukan pembalasan.97 

                 
97 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 
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Penerapan diversi dalam perkara pidana mempunyai persyaratan 

sebagai berikut:98  

1. Harus terdapat niatan atau itikad dari para pirak termasuk masyarakat. 

2. Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak akan 

mengulangi perbuatannya, serta pelaku dalam hal ini harus meminta 

maaf kepada korban dan keluarganya. 

3. Bentuk perdamaian berjalan seimbang yang membuat korban atau 

keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku. 

4. Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat 

diterima oleh masyarakat.. 

Pada tahap penyidikan kasus perundungan dengan penganiayaan di 

SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo, penyidik wajib mengupayakan 

diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. 

Proses diversi sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) 

hari setelah dimulainya diversi. Upaya diversi wajib dilakukan apabila 

tindak pidana yang disangkakan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun; 

dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Pasal yang 

disangkakan terhadap 3 (tiga) pelaku tindak pidana penganiayaan di SMP 

Muhammadiyah Butuh sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi : “Setiap orang 

                 
98 Anggar Sigit Pramukti&Fuady Primaharsya, “Sistem Peradilan Pidana Anak”, Pustaka 

Yustisia, Yogyakarta, hlm. 70.  
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dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, 

atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”. Mengenai ancaman sanksi  

dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang berbunyi:”Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 

(tujuh puluh dua juta rupiah).” 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ibu Iptu Diah Ayu bahwa diversi 

kasus anak tentang penganiayaan yang terjadi di SMP Muhammadiyah Butuh 

dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Januari 2020 di Ruang Rupatama Lantai 2 

Kepolisian Resor Purworejo dipimpin oleh Kasat Reskrim Akp Haryo Seto 

Liestyawan dan Kanit 4 Satreskrim IPTU Setio Raharjo. Keterangan dari Ibu 

Iptu Diah Ayu bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan 

korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. 

Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Pada 

kasus penganiayaan yang terjadi di SMP Muhamadiyah Butuh, prosedur 

pelaksanaan diversi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.99 

                 
99. Hasil Wawancara Anggota Kepolisian Resort Purworejo Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak Ibu DIAH AYU pada tanggal 27 Mei 2020 
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Namun, hasil dari pelaksanaan diversi bahwa proses diversi tidak 

menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, sehingga proses peradilan 

pidana anak dilanjutkan tingkat selanjutnya. Pada proses diversi, pihak korban 

maupun orangtua korban menyampaikan telah menerima permintaan maaf dari 

pelaku maupun orangtua, namun demikian pihak korban serta orangtua korban 

ingin proses hukum tetap berjalan.  

Faktor penyebab gagalnya upaya diversi dalam kasus penganiayaan di 

SMP Muhammadiyah Butuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dilihat dari 

faktor substansi hukum yang diatur dalam UU SPPA, dasar hukum 

penyelesaian tindak pidana anak sudah sangat memadai. Selanjtnya jika dilihat 

dari faktor penegak hukum, maka dapat dilihat aparat penegak hukum dan 

lembaga lainnya sudah memadai. Kelembagaan hukum antara lain penyidik 

anak di kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Bantuan Hukum, Advokat, 

Pekerja Sosial Profesional danTenaga Kesejahteraan Sosial telah dilengkapi 

dengan berbagai sarana prasarana dan kompetensi keahlian yang memadai. 

Faktor selanjutnya ialah faktor masyarakat atau kepatuhan masyarakat. Dalam 

praktiknya di daerah hukum Kepolisian Resor Purworejo, sebagaimana faktor 

lingkungan yang tentunya sangat berperan fundamental, para anak-anak 

kebanyakan bergaul atau bersosialisasi tidak pada lingkungan yang seharusnya. 
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Anak-anak justru bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, 

akibatnya mereka terpengaruh dengan kebiasaan orang yang lebih dewasa. 

Faktor penghambat pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak 

di tingkat penyidikan adalah adanya kekurangpahaman mengenai keadilan 

restoratif oleh para pelaku diversi, baik dari pihak korban dan/atau keluarganya 

maupun pihak pelaku dan/atau keluarganya.  

Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana 

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang 

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.100 

Perbedaan persepsi terletak pada keluarga korban khususnya pada saat akan 

dilaksanakan diversi tidak menghendaki perdamaian dengan alasan belum bisa 

memaafkan perbuatan pelaku serta ingin memberikan hukuman sebagai 

pelajaran bagi pelaku tindak pidana. Pemahaman di masyarakat tentang tujuan 

diversi masih tergolong rendah, sehingga pada saat pelaksanaan diversi jika 

pihak korban tidak ingi melaksanakan diversi, sedangkan pihak pelaku 

membela dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh pihak korban. 

                 
100 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 
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Gagalnya upaya diversi dalam kasus perundungan di SMP 

Muhammadiyah Butuh Purworejo dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi ialah masih rendah pemahaman masyarakat 

mengenai tujuan dari diversi dan keadilan restoratif. Dengan demikian, perlu 

adanya penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai upaya 

diversi dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Perlu memberikan 

pemahaman tentang ultimum remidium bahwa hukum pidana haruslag 

dijadikan upaya terahkir apabila upaya lain tidak dapat menyelesaikannya dan 

juga menanamkan tanggungjawab kepada anak.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan 

dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Puworejo 

Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan 

dengan penganiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan UU SPPA. 

Penyidik anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian 

Resor Purworejo tidak melakukan penahanan terhadap 3 (tiga) pelaku. 

Syarat dapat dilakukan penahanan yaitu anak telah berumur 14 (empat 

belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan 

ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Sedangkan, tindak 

pidana yang diduga dilakukan oleh 3 (tiga) pelaku dibawah 7 (tujuh) 

tahun sehingga tidak dilakukan penahanan.  

Penyidik dalam proses pemeriksaan telah meminta laporan sosial dari 

Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial. Hasil 

penelitian kemasyarakatan diserahkan oleh Bapas kepada penyidik 

dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) setelah 

permintaan penyidik diterima.  
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Proses diversi telah dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor 

Purworejo melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang 

tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbung 

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan 

pendekatan keadilan restoratif. Hasil proses diversi yaitu kesepakatan 

diversi, yang pada dasarnya kesepakatan diversi harus mendapatkan 

persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak 

dan keluarganya. Apabila proses diversi tidak menghasilkan 

kesepakatan atau kesepaktan diversi tidak dilaksanakan maka proses 

peradilan pidana anak dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 

2. Faktor-faktor penyebab gagalnya proses diversi dalam penyelesaian 

kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor 

Purworejo 

Faktor penghambat pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak 

pidana anak di tingkat penyidikan adalah adanya kekurangpahaman para 

pihak yang terlibat dalam proses diversi. 

Keadilan restoratif penyelesaian perkara tindak pidana diversi 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang 

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan 

pembalasan. Keluarga korban pada saat akan dilaksanakan diversi tidak 
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menghendaki perdamaian dengan alasan belum bisa memaafkan 

perbuatan pelaku serta ingin memberikan hukuman sebagai pelajaran 

bagi pelaku tindak pidana. Pemahaman di masyarakat tentang tujuan 

diversi masih tergolong rendah, sehingga pada saat pelaksanaan diversi 

jika pihak korban tidak ingin melaksanakan diversi, sedangkan pihak 

pelaku seringkali membela diri dengan alasan-alasan yang tidak dapat 

diterima oleh pihak korban. 

B. SARAN 

1. Untuk orang tua perlunya pengawasan terhadap anaknya agar tidak 

melakukan kegiatan yang negatif. Orang tua senantiasa membimbing 

anaknya agar selalu menjaga iman dengan memperkuat ilmu agama dan 

mengarahkan kegiatan atau hobby yang positif. Untuk para guru di 

lingkungan sekolah hendaknya meningkatkan kualitas pengawasan 

terhadap peserta didiknya agar menjamin kenyamanan dan ketentraman 

sehingga tidak terjadi peristiwa perundungan/bullying di lingkungan 

sekolah.  

2. Untuk aparat Kepolisian Resor Purworejo perlunya mengadakan 

penyuluhan hukum atau sosialisasi terhadap masyarakat tentang urgensi 

upaya proses diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA untuk mengatasi 

perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.  Diharapkan dengan 
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adanya penyuluhan hukum tersebut masyarakat dapat mendukung upaya 

proses diversi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.  
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